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WALIKOTA MADIUN
SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALIKOTA MADIUN,

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan

perkembangan situasi dan kondisi, maka Peraturan
Walikota Madiun Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang sudah tidak
sesuai sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Madiun Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara;



10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021

tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;



Memperhatikan

Menetapkan

=B =

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/3576/0TDA
tanggal 27 Mei 2022 perihal Persetujuan Penyederhanaan
Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dan
Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun
Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor
69/G) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan ayat (1) huruf ¢ angka 3 Pasal 3 dihapus,
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
c. Unsur Pelaksana :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman
Modal;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
3. Dihapus
d. UPTD; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh
seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas.

(6) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini.

2. Pasal 8 dihapus
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3. Ketentuan Ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala
Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi,
baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah
Daerah.

Kepala Perangkat Daerah wajib mengawasi
bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan
Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah
dan  dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Perangkat
Daerah wajib memberikan bimbingan kepada

bawahannya melalui rapat secara berkala.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Mei 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Mei 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH, a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
ttd
u.b.
Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T. Kep Hulum

Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

TBOWO, SH
iha Tingkat I
17 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 24/6G NIP. 197



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR

24  TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Mei 2022

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

SEKRETARIAT

I____I

DAN KEUANGAN

SUBKOORDINATOR DAN KELOMPOK

SUB BAGIAN UMUM JABATAN FUNGSIONAL

KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

|

SUBKOORDINATOR DAN KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR DAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR DAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kep

Hukum

TBOWO, SH

iha Tingkat I

17 199602 1 001

UPTD

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.
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